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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018

Menimbang

TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan
nonaparatur pertanian telah ditetapkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 49 /Permentan/
OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Aparatur dan Nonaparatur;

bahwa untuk mengantisipasi tantangan dan perubahan
lingkungan strategis dalam upaya meningkatkan
kapasitas dan kompetensi aparatur dan nonaparatur
pertanian serta menyelaraskan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri
Pertanian = Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011
tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Aparatur dan NonAparatur perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelatihan

Pertanian;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PELATIHAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelatihan adalah setiap usaha/upaya untuk
memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu
yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang
berkaitan dengan pekerjaannya.

Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya
disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan
untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat
dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang
bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masa
percobaan.

Aparatur adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Nonaparatur adalah pelaku utama dan pelaku usaha
yang melakukan usaha bidang pertanian baik budidaya
maupun pascapanen.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam
hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,
dan manajemen untuk menghasilkan komoditas
Pertanian = yang  mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam
suatu agroekosistem.

Ketenagaan Pelatihan adalah widyaiswara, pengelola
lembaga pelatihan dan tenaga pelatihan lain yang

menyelenggarakan pelatihan.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tenaga Pelatihan Lain adalah pejabat atau seseorang
bukan widyaiswara dan pengelola lembaga pelatihan lain
yang diikutsertakan dalam mencapai tujuan pelatihan
berdasarkan keahlian, kemampuan, atau
kedudukannya.

Program  Pelatihan adalah serangkaian tahapan
penyelenggaraan Pelatihan yang mencakup analisis
kebutuhan Pelatihan, perumusan kebutuhan Pelatihan,
kurikulum dan silabus, pola Pelatihan, metodologi
Pelatihan, modul dan/atau bahan ajar, serta evaluasi
pembelajaran untuk menjamin tercapainya hasil belajar.
Analisis Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
dengan AKP adalah kegiatan menganalisis
jabatan/pekerjaan dan mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki seorang Aparatur dan/atau NonAparatur
Pertanian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatan dan pekerjaannya.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang  mencakup aspek  pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar
yang ditetapkan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
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kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi, dan jabatan.

Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut
dengan SKK adalah rumusan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Analisis Jabatan/Pekerjaan adalah proses yang
sistematis untuk menetapkan SKK yang dibutuhkan.
Kekurangan Kompetensi Kerja yang selanjutnya
disingkat dengan KKK adalah selisih antara SKK dengan
Kompetensi Kerja Nyata (KKN).

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya
disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis
membandingkan antara SKK dengan Kompetensi Kerja
Nyata (KKN) untuk mendapatkan KKK.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat dengan SKKNI adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Purnawidya adalah peserta pelatihan yang telah
menyelesaikan Pelatihan tertentu dan telah kembali ke
tempat tugas/tempat usaha.

Bimbingan Lanjutan adalah suatu kegiatan bimbingan
untuk membantu purnawidya agar dapat menerapkan
pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang telah
dipelajari dalam pelatihan di dalam situasi nyata tempat
mereka bekerja.

Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal

yang menyatakan bahwa suatu lembaga Pelatihan telah
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